
BUPATI BANGGN
PROVINSI SULAWESII TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR - TAHUN2Ol9

TEI{TAI{G

ANGiGIARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAIIUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BT'PATI BANGGN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan
Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

Negara

2.

3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tanbat'an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan lrembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

+.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggar an 2O2O;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2OO9 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 67);

Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun
Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp1.870.229.932.401,OO

q

6.

b. Belanja Daerah
Surptus/(Defisit)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

(1) Pendapatan Daerah
huruf a terdiri dari:

Rp 1.87 8.229.932.4O I,OO

(Rp8.000.000.000,00)

Rpl 1.000.000.000,00
Rp3.0O0.0O0.000.00

Jumlah Pembiagaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

RpS.000.000.000,00

RpO,00

Pasal 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1



{2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan Rp2.600.000.000,00
d. L,ain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Rp86.854.686.188,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf b terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus

Rpl.249.247 .428.624,00
Rp628.982.503.777 ,OO

dimaksud pada ayat (l )

Rp794.081.450.316,00
RpO,00

Rp404.000.000,00
Rp89.986.205.000,00

Rp7.092.943.747 ,OO

Rp342.616.945.51 1,00
Rp1.5OO.OO0.000,OO

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

Rp225.1 13.526.688,00
RpI.296.7 54.576.000,00

Rp348.361.829.713,00

Rp 105.329.340.500,00
Rp30.329.500.000,00

Rp132.822.462.000,00
Rp912.719.353.000,o0
Rp251 .212.761 .000,00

(4) Lain-t ain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufc terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp66.454.481.500,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

danPemerintahDaerahLainnya Rp44.5TO.O26.213,O0
c. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus Rp237.337.272.OOO,OO

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf b
terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana
huruf a terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

h. Belanja Tidak Terduga

Rp13.565.884.050.00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belania Modal

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf c terdiri dari:

Rp47.745.446.OOO,0O
Rp4O4.146.791.489,00
Rp173.09O.266.288,OO

Rp11.00O.0OO.O0O,0O
Rp3.OOO.0O0.0OO,OO

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusal
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

(21

(3)

Penerimaan Pembiayaan sebegaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

DaerahTahunSebelumnya(SiLPA) Rp10.0O0.OO0.0OO,OO
b. Penerimaan Kemba-li Pemberian

Pinjaman Rp1.O0O.0OO.OOO,OO

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari:
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp2.000.00O.00O,0O
b. Pemberian Pinjaman Daerah Rp1.0OO.0O0.0OO,OO

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. l,ampiran I

b. Lampiran II

c. l,ampiran III

d. Lampiran IV

e. l,ampiran V

f. Lampiran VI



g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berkenaan;

h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan
Bupati sebagai landasan operasional Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

BUPATI BANGGAI

HERWIIVYATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal :, ) .).,., :._ . t>

SEKR TARIS DAJERAH KABT'PATEN.

/v4---
ABDUELAII

LEMBARAN DAERAH KAI}UPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : ',2:.-+/ -..t.j














